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ABSTRAK

Banyaknya warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran melibatkan
kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda guna meningkatkan kualitas
hidupnya. Banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa perkawinan
campuran itu menimbulkan kompleksitas dalam pembagian harta bersama,
khususnya tanah dan bangunan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis
kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta bersama dalam perkawinan
campuran serta proses penyelesaian sengketa harta bersama tersebut. Penelitian
ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-
undangan dan pendckatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Tanah dan Bangunan tidak dapat menjadi harta bersama ketika perkawinan
campuran tersebut dilakukan tanpa perjanjian perkawinan dikarenakan adanya
ketentuan yang mengatur mengenai larangan bagi orang asing untuk memiliki hak
atas tanah. Penelitian ini juga memberikan solusi yang mungkin dapat ditempuh
yaitu secara preventif dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau
selama perkawinan dan secara represif dengan konversi hak atas tanah kedalam
bentuk yang diizinkan atau kompensasi secara finansial kepada pihak asing.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
terkait dengan kedudukan tanah dan bangunan serta memberikan arahan bagi
masyarakat yang akan melakukan perkawinan campuran.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran; Harta Bersama; Tanah dan Bangunan

Palembang, 18 Juli 2025
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ahli psikologi Sigmun Freud menyatakan bahwa kebutuhan dasar
seorang manusia adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup yang kemudian
diuraikan sebagai usaha untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan
rasnya sehingga manusia terus berusaha untuk beranak cucu.! Salah satu cara
untuk mempertahankan ras seorang manusia yaitu dengan cara melangsungkan
perkawinan karena dengan diadakannya perkawinan manusia dapat terpenuhinya
kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan keturunan.

Dalam hal perkawinan, Indonesia memiliki hukum positif yang mengaturnya
yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau
selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pada Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami atau isteri dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai apa itu
perkawinan yang dijabarkan dalam Pasal 2 dimana Perkawinan adalah pernikahan,

akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan sebagai ibadah apabila

! Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak”,
Diponegoro Private Law Review, Volume 4 Nomor 1, 2019, him. 447.
2 M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.



melaksanakannya. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan terdapat 2 aspek hukum dalam

pengertiannya bahwa:?

1. Aspek Hukum Keagamaan Sosial dimana dalam Pasal tersebut terdapat
kalimat “membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
yang berarti bahwa perkawinan memiliki hubungan erat terhadap kerohanian
serta sosial dalam masyarakat.

2. Aspek Hukum Formil, dimana dinyatakan dengan kalimat “ikatan lahir batin”
yang memiliki makna bahwa perkawinan memiliki hubungan secara lahir dan
batin yang dapat dirasakan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan
tersebut.

Di masa kemajuan teknologi yang semakin kompleks membuat interaksi
semakin mudah sehingga, semakin cepat pula Warga Negara Asing (WNA)
masuk ke wilayah Indonesia yang memiliki tujuan bisnis maupun bepergian
dengan membawa perubahan dalam kebudayaan di berbagai daerah seperti
Denpasar, Jakarta, bahkan kota kecil seperti Kendari. Di kalangan masyarakat saat
ini terdapat trend yang banyak diminati dalam Perkawinan yaitu Perkawinan
Campuran. Banyaknya praktik Perkawinan campuran di daerah Kendari
dikarenakan kawasan tersebut terdapat Industri Nikel Morosi dan alasan ekonomi
serta adanya rasa kebanggaan tersendiri apabila mereka dapat menikah dengan
Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di kawasan tersebut.

Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) mencatat sebanyak 13.092 anak, yang lahir dari perkawinan

2 M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.
33.



campuran orang tua WNI dan WNA yang terdaftar sebagai anak dengan
kewarganegaraan ganda dimana hal ini juga menunjukkan bahwa banyaknya WNI
melakukan perkawinan campuran.® Di Jawa Tengah, tren perkawinan campuran
juga mengalami kenaikan yang awalnya pada periode Januari-April 2022 tercatat
17 pasangan yang kemudian menjadi 21 pasangan pada akhir April 2023 yang
mana pasangan asing rata-rata berasal dari Eropa.* Kemenkumham Kepulauan
Riau pada tahun 2024 juga mencatat sebanyak 215 data perkawinan campuran
yang tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Karimun, Kota
Tanjungpinang serta Kota Batam.”

Perkawinan Campuran tidak semerta-merta menjadi trend akan tetapi, terdapat
juga aturan yang mengatur mengenai perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 57 UU
Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara
dua orang yang di Indonesia tinduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.
Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah
didaftarkan/dicatatkan menurut Undang-Undang yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dimana pencatatan perkawinan bagi umat beragama muslim

® Muhammad Zulfikar, “Kemenkumham Catat 13.092 Anak Terdaftar
Berkewarganegaraan Ganda”, ANTARA, 2022,
https://www.antaranews.com/berita/2962841/kemenkumhan-catat-13092-anak-terdaftar-
berkewarganegaraan-ganda

* Bakti Buwono, “Tren Pernikahan Campuran Meningkat, Warga Jateng Diminati Orang
Eropa”, RMOLJATENG, 2023, https://www.rmoljawatengah.id/tren-pernikahan-campuran-
meningkat-warga-jateng-diminati-orang-eropa
® Ogen, “Kemenkumham Catat Ada 215 Perkawinan Campuran di Kepri”, ANTARAKEPRI, 2024,
https://kepri.antaranews.com/amp/berita/193051/kemenkumham-catat-ada-215-perkawinan-
campuran-di-kepri



https://www.antaranews.com/berita/2962841/kemenkumhan-catat-13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda
https://www.antaranews.com/berita/2962841/kemenkumhan-catat-13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda
https://www.rmoljawatengah.id/tren-pernikahan-campuran-meningkat-warga-jateng-diminati-orang-eropa
https://www.rmoljawatengah.id/tren-pernikahan-campuran-meningkat-warga-jateng-diminati-orang-eropa
https://kepri.antaranews.com/amp/berita/193051/kemenkumham-catat-ada-215-perkawinan-campuran-di-kepri
https://kepri.antaranews.com/amp/berita/193051/kemenkumham-catat-ada-215-perkawinan-campuran-di-kepri

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non
muslim dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil.

Pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran
didaftarkan pada saat mereka kembali ke Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun dan mendaftarkannya ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal
mereka. Aturan lainnya yang memuat mengenai perkawinan campuran yaitu
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) dimana pada Pasal 36
menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia diwajibkan
untuk melakukan pencatatan pada lembaga berwenang di negara setempat dan
dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara yang
dilangsungkan perkawinan tersebut tidak memiliki pencatatan perkawinan makan
pencatatan tersebut dapat dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia negara
tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan.

Apabila telah terjalinnya suatu ikatan perkawinan maka tentunya akan ada
akibat dari perkawinan tersebut seperti kedudukan anak maupun harta benda.
Harta benda pada perkawinan diatur pula dalam UU Perkawinan di Pasal 35
dimana harta dibagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan
merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya
perkawinan sedangkan harta bersama atau sering disebut harta gono-gini
merupakan harta yang terkumpul sejak terjadinya perkawinan.® Harta benda

merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis atau berharga dapat berupa benda

® Republik Indonesia., UU Nomor 1, tentang Perkawinan., Bab VII, Pasal 35, tahun 1974.



bergerak maupun tidak bergerak. Benda bergerak dalam Pasal 509 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) didefinisikan sebagai barang yang dapat
berpindah tempat atau dipindahkan seperti mobil, kapal, dan lainnya. Dalam Pasal
506 KUHPerdata Benda Tak Bergerak dicontohkan sebagai tanah pekarangan,
pohon atau ladang, rumah, dan hal lainnya yang tidak dapat dipindahkan.

Adanya perbedaan dalam prinsip hukum dari masing-masing negara akibat
perkawinan campuran mengakibatkan semakin kompleksnya persoalan terutama
di bidang harta kekayaan seperti yang diajukan oleh salah satu pasangan dari
perkawinan campuran yakni Merry Anna Nunn merupakan Warga Negara
Indonesia (WNI) dan Harlan Walter Nunn Warga Negara Asing (WNA) dari
Amerika Serikat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan
Penetapan Nomor : 536/Pdt.p/2015/PN.Dps mengenai permohonan mengadakan
perjanjian perkawinan setelah perkawinan.’ Persoalan mengenai harta bersama
tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar tetapi juga di Pengadilan
Agama Sorong pada Perkara Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor dimana pihak yang
berperkara merupakan WNA Belanda dan WNI dengan objek perkara yaitu harta
bersama berupa sebidang tanah serta bangunan diatasnya.®

Banyaknya permasalahan dalam Perkawinan campuran terkait dengan
kedudukan harta bersama terutama pada benda tidak bergerak dikarenakan prinsip

hukum vyang berbeda sehingga, berdasarkan uraian di atas penulis perlu

" Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan
(Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 536/Pdt.p/2015/PN.Dps.)”, Diponegoro Private Law
Review, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018, him. 163.

8 Zenny Agustin, et.al., “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian pada Perkawinan
Campuran (Studi Analisis Putusan: 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor)”, Sakato Law Journal, Volume 2,
Nomor 2, Juli 2024, him. 32.



melakukan kajian lebih dalam yang kemudian disusun menjadi suatu Karya Tulis
Ilmiah Skripsi yang berjudul “Pembagian Tanah dan Bangunan Sebagai Harta

Bersama Pada Perkawinan Campuran”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan terdapat beberapa pertanyaan
atas permasalahan yang akan diteliti, antara lain:
1. Bagaimana kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta bersama pada
perkawinan campuran?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian tanah dan bangunan

sebagai harta bersama pada perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan Tanah dan Bangunan sebagai
harta bersama pada perkawinan campuran.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses penyelesaian sengketa pembagian

Tanah dan Bangunan sebagai harta bersama pada perkawinan campuran.



D. Manfaat Penelitian
Terdapat beberapa manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, antara lain:
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini untuk memperbanyak atau menambah khasanah
pengetahuan hukum khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan
sebagai bahan literatur yang dapat mendukung proses belajar mengajar
khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

b. Agar dapat menambah pengetahuan dalam perkembangan Hukum Perdata
khususnya kajian Hukum Perkawinan, terkhusus kajian mengenai
problematika hak kebendaan pada perkawinan campuran;

c. Dalam penelitian dapat menambahkan pengetahuan mengenai Kedudukan
Tanah dan Bangunan sebagai Harta Bersama pada Perkawinan Campuran
serta Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah dan Bangunan
tersebut. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi para
peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik yang
berkaitan atau serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini memberikan manfaat terutama bagi pasangan perkawinan
campuran agar dapat menghindari sengketa di masa yang akan datang
dengan membuat perjanjian pisah harta sebelum atau selama perkawinan.

b. Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan untuk
melakukan harmonisasi antar UU Perkawinan dan UUPA sehingga, dapat

menghindari konflik norma antar kedua Undang-Undang.



c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim dan pengacara
dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama perkawinan
campuran yang melibatkan aset properti.

d. Dalam penelitian ini peneliti berharap agar dapat menambah pengetahuan
masyarakat luas terkait dengan Kedudukan Harta Bersama dalam

Perkawinan Campuran terutama terkait dengan Tanah dan Bangunan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai
kedudukan Tanah dan Bangunan sebagai harta bersama dalam perkawinan
campuran serta penyelesaian sengketa pembagian harta benda berupa tanah dan
bangunan apabila terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran tersebut
dengan menganalisis pada Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
536/Pdt.p/2015/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor
550/Pdt.G/2020/PA.Sor. Penetapan kedua putusan tersebut membahas mengenai
pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan dimana dalam Penetapan
Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat
dilakukan selama perkawinan, sehingga hal ini menguntungkan bagi pemohon
dalam hal pembagian harta bersamanya berupa tanah dan bangunan sedangkan
dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong memutuskan pembagian tanah dan
bangunan pada perkawinan campuran setengah bagi penggugat dan setengah bagi
tergugat berdasarkan Pasal 97 KHI.

Sumber acuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:



1. Berdasarkan jurnal “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada
Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan: 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor).”
Oleh Zenny Agustin, Syuryani, dan Jasman Nazar membahas mengenai
pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran berupa tanah dan
bangunan yang dibagi secara merata berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan
dan Pasal 97 KHI.

2. Berdasarkan jurnal “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa
Hak Guna Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian
Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor
0391/Pdt.G/2017/PA.DP)” oleh Yuridha Rizama Yulianto membahas
mengenai harta bersama perkawinan campuran berupa tanah dan bangunan
tanpa adanya perjanjian perkawinan yang kemudian majelis Hakim
memutuskan bahwa kedudukan tanah dan bangunan tersebut sepenuhnya
berada di WNI dengan mengacu pada Pasal 36 ayat (1) UUPA

3. Berdasarkan jurnal “Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran
Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin” oleh Gita Laksmi Zalsabilla dan Yana
Indawati membahas mengenai penentuan status benda tetap berdasarkan
dengan asas lex rei sitae dan pembagian dalam harta bersamanya dapat
dilakukan melalui proses mediasi antar pihak atau melalui proses pengadilan.
Berdasarkan ketiga jurnal acuan yang membahas mengenai pembagian tanah

dan bangunan tanpa adanya perjanjian perkawinan menggunakan Pasal 57 UU

Perkawinan, Pasal 97 KHI, Pasal 36 ayat (1) UUPA serta asas-asas Hukum

Perdata Internasional akan tetapi, berdasarkan titik poin pembahasan putusan yang
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penulis angkat mengenai kedudukan harta benda pada perkawinan campuran serta
penyelesaian sengketanya maka dari itu titik pembeda dari sumber acuan dan
analisis penulis berada pada sumber hukum UUPA dimana penulis menggunakan
beberapa pasal seperti Pasal 21 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2).
Beberapa Peraturan Pemerintah juga digunakan sebagai acuan oleh penulis yaitu
PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian
Oleh Orang Asing dan PP Nomor 18 Tahun 2021tentang Hak Pengelolaan, Hak

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus
kajiannya, penelitian hukum terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:®
a. Penelitian Hukum Normatif
b. Penelitian Hukum Normatif-Empiris
c. Penelitian Hukum Empiris

Pada penelitian skripsi kali ini, penulis menggunakan tipe penelitian
hukum secara normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan
menjadikan norma tersebut acuan bagi masyarakat untuk bersikap. Objek
penelitian secara normatif dapat berupa norma hukum, konsep hukum, doktrin

hukum, dan asas hukum. Penelitian ini meneliti penerapan UU Perkawinan,

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, him.
29.
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Kompilasi Hukum Islam serta UUPA dalam pelaksanaannya khususnya

terhadap putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan,

sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan
Pengkajian pendekatan ini berdasarkan pada Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dilakukan penelitian.
Peraturan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Pendekatan Konseptual
Pendekatan ini mendasarkan pada pendapat ahli-ahli hukum yang
diperoleh dari pembelajaraan saat kuliah, buku-buku, jurnal, maupun
karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pendekatan
ini juga digunakan sebagai konsep untuk memahami penormaan dalam
suatu perundang-undangan yang beranjak dari pandangan atau doktrin
para ahli hukum. Pendapat ahli-ahli hukum yang digunakan dalam

penelitian ini seperti Jeremy Bentham dalam kaitannya dengan teori
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kemanfaatan hukum dengan judul penelitian, O. Notohamidjojo, Lon

Fuller, dan ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sehingga

membutuhkan beberapa bahan hukum sebagai penunjang penulis dalam

melakukan penelitian, bahan hukum tersebut dapat berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan,

risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.*®

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

9 1hid., him. 59.
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9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan

11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing

12) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-X111/2015

13) Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor

14) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau
Hunian Oleh Orang Asing

Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang

berisikan asas hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, atau

wawancara dengan narasumber ahli hukum terkait dengan suatu fenomena

hukum.*

Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana bahan

hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia,

Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan lainnya.*?

" bid., him. 60
2 1hid., him. 62
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelititan ini, penulis akan melakukan penelitian dengan
menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan
menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelusuran
bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat,
mendengarkan, maupun melalui media sosial. ** Dalam penelitian saya
pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa jurnal, tesis serta
surat kabar digital melalui website google scholar atau website jurnal

berkesesuaian dengan judul yang saya angkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis
kualitatif, dimana data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif terhadap
data primer dan sekunder, serta pendekatan tersebut dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan hukum, lalu mengklasifikasikan dan menghubungkan
antara bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan masalah yang sebagai
pokok penelitian untuk menentukan hasilnya dengan cara menarik
kesimpulan. ** Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan untuk
memberikan telaahan yang dapat menentang, mengkritik, mendukung,
menambah, atau memberikan komentar yang kemudian membuat suatu

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan

13 Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum, Surakarta: Oase Pustaka, 2020, him. 70.
14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him. 105.
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bantuan teori yang telah digunakan. * Dalam penelitian ini, penulis
mengidentifikasikan ~ pokok  permasalahan  terlebih  dahulu, lalu
mengklasifikasikan beberapa bahan hukum seperti UU Perkawinan dan UUPA
yang memiliki keterkaitan dengan pokok masalah dan melakukan analisis
terhadap bahan hukum tersebut untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan
kesimpulan secara deduktif dimana menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan lebih rinci yang
akan dihadapi.® Penelitian ini penulis menyimpulkan pembahasan dimulai
dari perkawinan campuran, perjanjian perkawinan, kedudukan harta benda
pada perkawinan campuran, akibat hukum putusnya perkawinan akibat
perceraian atau kematian, dan mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan

tanah dan bangunan.

> Muhaimin, Op.Cit, him. 71.
'® 1bid., him. 71.
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